
BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam cm globalisa.si ini, pernerintah dituntut untuk melaksanakan 

pembangunan discgala bidang. lni dilakukan agar taraf hidup masyarakat Indonesia 

dapat dilingkalkun scsuai dcngan tujuan na.sional. 

Indonesia aclalah negara yang mcmpunyai wilayah yang sangat luas, maka 

untuk rnencapai suatu eiisicnsi dan etektititas dari suatu pernbangumnan, sebagai 

konsek-uensinya pernerintah harus rnernbagi Rcpublik Indonesia menjadi beberapa 

bagian/wilayah yang besar dan l.ccil. 

Daerah dal:un melakukan aktivitas-nktivitasnya yang pada dasarnya bermuara 

kepacla p.:ningkatan kcscjahterJall masyarakatnya, membutuhkan dana dalam 

mdakukan aktiviUbnya tersebut. Dcngan dnna tersebut maka pernerintah daerah dapat 

merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan pemerhtahan, pembangunan dan 

hal-hal lainnya yang mendukung keberadaan pcmerintah daerah bagi daerah yang 

bemngkutan. 

Dengan demikian maka fungsi pendapatan asli daerah adalah untuk 

mcmbiayai akfr.,iuis-aktivitas pcmerintah dacrah itu sendiri dalarn menjalankan 

pcm�rimahan. pembangunan dan pcningkatan kcsejahteraan masyarakatnya. 

Hal ini mcnghendaki adanya suatu pcmbagian atas daerah besar dan daerah 

t.cal, �ang kcmudian melahirkan d:ierah-dacrah otonom. Dacrah otonomi ini berhak 

ciengaiur rnengatur dan rncnyusun rumah tangganya sendiri, tennasuk di dalam 
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A. Pcnegasan dnn Pengerti11n ,Judul 

Pada penulisan skripsi ini, penulis memberi judul yaitu ·' Pendapatan Asli 

l>acTah., dan pcnggunaan anggarannya menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 

1-.abupaten Asahan. 

Scbclum melakukan pembahasan yang lebih lanjut, penulis akan mencoba 

memberikan pcnjclasan, pcngcrtinn secara wnum dari skripsi ini, sckaligus 

memberikan pencgasannya demi mencegah tcrjadinya kesimpang siuran dan 

.. ekaburan memahami skripsi ini. 

Pendapatan Asli Dacrah mcrupakan scbagai sumbcr penerimaan daerah 

wupaten Asahan yang perlu ditingkatkan agar dapat mena1ggung sebagian beban 

�ja yang dipcrlukan untuk menyclcnggaraan pemerintahaan dan kegintan 

pemb:mgunan yang setiap tahun rneningkatkan sehingga kemandirian otonomi daerah 

� luas. nyata Jan bertanggungjawab dapal dilaksanakan. 

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Taliun 2004, 

::oer-sumhcr Pcndapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak dacrah, retribusi 

� h:isil pengclolaan kckayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapat asli 

.!lcah �ang sah. 

Absan pemilihan Judul 

Dliam hal ini agar pcmbangunan dapat dilaksanakan secara merata maka 

� Indonesia terpaksa membagi dalam bcberapa daerah yang masing­

......... '---"' mrmp1111yai hak olonom tcrhadap wilayah administrasinya yang ditetapkan 

lndang-Undang. Adapun titik bcrat otonom daerah - daerah di Indonesia 
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